UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH DAERAH
SEKRETARIAT: BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
JL. KABUPATEN NO. 107 PAMEKASAN

PENGUMUMAN e-PEMILIHAN LANGSUNG GAGAL
Nomor : 027/2.3.08/432.023/2018

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pokja Konstruksi ULP Kabupaten Pamekasan dengan ini
diumumkan Informasi Hasil e-Pemilihan Langsung sebagai berikut :

1. Nama Pekerjaan : Rekonstruksi Tebing Penahan Longsor Sungai Plakpak Kec.
Pegantenan
HPS : Rp 692.424.000 ,00

2. Peserta Lelang yang memasukkan penawaran sebanyak 4 (empat) perusahaan

3. Evaluasi menggunakan sistem gugur

4. Dari 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut tidak ada satupun
yang lulus evaluasi penawaran dengan rincian sebagai berikut :

PT. Nama Perusahaan Alasan Gugur

1. | CV. Graha Karya Teknis :
Tidak melampirkan Surat perjanjian kerja antara
badan usaha dengan personil inti

2. | CV. Sang Engon Teknis :

Jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian
pekerjaan (pekerjaan pengoperasian pompa air
tidak dilaksanakan sepanjang pekerjaan struktur)

3. | CV. Mufakat Baru Teknis :

Jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian
pekerjaan (pekerjaan pengoperasian pompa air
tidak dilaksanakan sepanjang pekerjaan struktur
pondasi) dan tidak melampirkan Surat perjanjian
kerja antara badan usaha dengan personil inti

4. | CV. Rama Putera Teknis :

Jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian
pekerjaan (pekerjaan pengoperasian pompa air
tidak dilaksanakan sepanjang pekerjaan struktur
pondasi) dan tidak melampirkan Surat perjanjian
kerja antara badan usaha dengan personil inti

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta
perubahannya, apabila tidak ada satupun calon penyedia jasa yang lulus dalam evaluasi
penawaran maka lelang dinyatakan GAGAL.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui kalangan umum.

Pamekasan, 31 Maret 2018

Pokja Pekerjaan Konstruks
ULP Kabupaten Pamekasan
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